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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


Dari uraian yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Antara hukum Islam dan hukum positif mempunyai persamaan pandangan dalam melihat masalah poligami ini, yaitu : 

a. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang yang akan melakukan poligami.
b. Baik dalam Hukum Islam maupun Hukum positif beranggapan bahwa, pada dasarnya setiap pernikahan menggunakan azas monogami.

c. Baik hukum Islam maupun Hukum positif sama-sama menganggap poligami ini adalah sebuah jalan darurat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan poligami ini baru dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh agama dan Negara.

d. Sama-sama membatasi poligami maksimal sampai empat orang istri saja.
e. Sama-sama menetapkan syarat-syarat yang ketat dan sulit untuk dilaksanakan. Karena pada dasarnya poligami ini digunakan sebagai jalan darurat apabila bahtera pernikahan yang berazaskan monogami taidak bisa diselamatkan.

f. Baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama menetapkan bahwa, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami harus ada alasan-alasan yang kuat untuk dapat melakukan poligami.
 
g. Selain harus dapat berlaku adil terhadap para istri-istri dan anak-anaknya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mensyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan para istri-istrinya dan anak-anaknya kelak setelah melakukan poligami. 
2. Antara hukum Islam dan hukum positif mempunyai perbedaan pandangan dalam melihat masalah poligami, perbedaan itu adalah :
a. Dalam Hukum positif ada syarat persetujuan dari istri atau istri-istri bagi suami yang akan melakukan poligami.
b. Dalam hukum positif disyaratkan adanya persetujuan secara lisan dan tertulis dari istri pertama terhadap poligami yang akan dilakukan oleh suaminya. Persetujuan secara lisan itu diberikan oleh istri tua dalam sidang permohonan poligami suaminya.

c. Bagi seseorang yang ingin melakukan poligami maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami kepengadilan didaerah tempat tinggalnya, jika ingin pernikahan poligaminya tersebut sah menurut undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum.

d. Alasan yang bisa digunakan dalam hal seseorang dapat mengajukan izin poligami sudah ditentukan secara jelas dalam pasal 4 Ayat 2. Sedangkan dalam Al-Quran tidak menerangkan secara jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi seseorang yang akan melakukan poligami.

e. Dalam masalah poligami ini, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa poligami ini adalah suatu perbuatan yang dianjurkan dan juga termasuk sunnah rosul. 
f. Dalam memandang masalah syarat utama bagi seseorang yang diperbolehkan mengajukan poligami (adil), hukum positif menjelaskan dan menentukan adil yang dimaksudkan itu adalah adil dalam hal materi saja, bukan dalam hal-hal yang bersifat immateri.
g. Dalam hukum positif  suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan harus dicatatkan ke petugas atau lembaga yang berwenang menanganinya, dan apabila tidak dicatatkan pada KUA atau izin kepengadilan maka pernikahan atau poligaminya tersebut dianggap tidak sah menurut negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun pernikahan itu sah menurut agamanya.

h. Dalam hukum positif ada perbedaan pembahasan antara orang awam dan PNS, untuk pernikahan dan poligami yang akan dilakukan oleh  orang awam diatur dalam undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, sedangkan jika yang ingin melakukan poligami tersebut adalah seorang PNS maka yang mengaturnya adalah PP No 10 Tahun 1983 dan juga PP No 45 Tahun 1990.
i.  Ada sebagian ulama terutama ulama’ kontemporer dan juga para pejuang gender yang berpendapat bahwa, poligami itu adalah haram dilakukan bagi umat Islam. Karena pada dasarnya ummat tidak akan dapat berlaku adil walaupun ia sangat menginginkan untuk dapat berlaku adil pada para istri-istrinya.

j. Dalam hukum positif sudah pasti bahwa hanya sebatas empat orang saja. Sedangkan dalam Islam masih terjadi pertentangan tentang batas maksimal berpoligami.
B. Saran
Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka akhirnya disini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-undang perkawinan sudah sepatutnya untuk diamandemen karena UUP sudah kurang sesuai dengan keadaan zaman sekarang dan guna mewujudkan terciptanya masyarakat yang dicita-citakan oleh negara, dan Undang-undang yang selanjutnya itu harus memuat sanksi-sanksi yang tegas dan jelas agar tidak terus-menerus dilanggar karena lemahnya sanksi yang terkandung didalamnya.
2. Perlu meningkatkan kadar kedisiplinan para penegak hukum atau pegawai yang bekerja dalam lingkup lembaga yang mengurusi tentang pernikahan, dalam masalah ini, lembaga-lembaga yang terkait yaitu : KUA dan  PA.

3. Perlu adanya sosialisasi undang-undang yang merata kepada masyarakat luas tentang Undang-undang perkawinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan.
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